KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,karena atas perkenannya Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk implementasi dari akuntabilitas pelaksanaan tugas, wewenang Kecamatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah tingkat atas sebagai konsekwensi pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Secara legalitas formal penyusunan dan penyampaian LAKIP ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Teknis penyusunan berpedoman kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan media pertanggung jawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017  yang merupakan wujud dan keinginan Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat untuk dapat menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.
 Berkenaan dengan itu maka dalam laporan ini disajikan indikator-indikator utama Kecamatan Padang Panjang Barat terutama menyangkut dengan pelaksanaan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat sebagaimana yang diamanatkan Dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2013-2018 serta Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017 ini dapat memenuhi maksud dan bermanfaat adanya sehingga sebagai bahan tanbahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.


Padang Panjang, 22 Januari 2018
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

OKSAH KEEBENDRIP, SH
Penata Tk.I  / NIP. 19661023 199312 1 001
IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan aspirasi negara yang bertanggung jawab sehingga mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan prinsip good governance.


Pada tahun 2017 ini Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan 20 (duapuluh) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2017 untuk mencapai 20 (duapuluh) program atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.


Berdasarkan Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas realisasi pelaksanaan kinerja tahun 2017, membuktikan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 44 ( empat puluh empat) program yang telah ditetapkan adalah 85.11 % keberhasilan ini disumbangkan oleh 31 ( tiga puluh satu  ) program  yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran diatas 60 %. .

	NO.
	SASARAN/ PROGRAM


	NILAI CAPAIAN KINERJA

	
	
	Keuangan
	fisik

	1.

2.

3.

4.

5.
6.
	Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                         Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan pelayanan kedinasan camat
Penerapan ISO 9001
	77,16 %
80,31 %
98,86 %
0 %
48,73 %
97,01 %
	100%
100%

100%

100%

100%
100%

	7.
	Upaya kesehatan masyarakat
	90,36 %

	100%

	8.
	Perencanaan pembangunan Daerah
	92,31 %
	100%

	9.
	Pemberdayaan Fakir Miskin, komonitas adat terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya.
	53,27 %
	100%

	10.
	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	82,92%
	100%

	11.
	Kemitraan pembangunan wawasan kebangsaan
	51,70 %

	100%

	12.
	Peningkatan pengembangan lingkungan sehat
	27,76 %
	100%

	13.
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	81,75 %
	100%

	14.
	Peningkatan peran perempuan di pedesaan
	86,78 %
	100%

	15
16 

17
18
	Percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
Inovasi pembangunan pemberdayaan kewilayahan
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	16,53 %
87,71 %

  46,88 %
100%
	100%
100%
100%
100%

	19

20
	Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan

Inovasi pembangunan dan pemebrdayaan kewilyahan
	42.77%

44,02%
	100%

100%



Secara menyeluruh Kecamatan Padang Panjang Barat telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar Rp. 15.382.148.090,- (.Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.11.440.858.332 - ( Sebelas milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus  lima puluh delapan ribu  tiga ratus tiga puluh dua rupiah ) atau  89,15 % %. dari total anggaran keseluruhan, sedangkan yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 5 (lima) sasaran strategis atau 17 ( tujuh belas ) program adalah Rp 6.418.307.200. ,- ( Enam milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah ) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 5.185.352.930 ,- ( Lima milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah ) atau  88,18%.

Akhirnya perlu disadari bahwa dalam rangka penerapan prinsip good governance, khususnya prinsip transparasi dan akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan masih sangat diperlukan peningkatan komitmen dari seluruh aparatur.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas KinerjaI Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai titik tolak penyelenggaraan azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah telah membawa serangkaian perubahan, baik pada tatanan filosofis, pola dan fungsi utama penyelenggaraan daerah maupun paradigma yang digunakan. 

Dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) maka Pemerintah memerlukan pengembangan dan penerapan system Pemerintah yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) agar bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga beberapa kebijakan diberlakukan seperti TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Upaya menciptakan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Akuntabel dimaksud diatas maka Kecamatan Padang Panjang Barat berusaha untuk ikut berperan aktif dalam upaya tersebut dimana dalam hal ini  bekerja sama dengan segenap unsur unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang secara sinergi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) seperti yang diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka unit Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat berupaya menyusun LAKIP Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017 sebagai bagian integral dari siklus Laporan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang. 
Dalam penyusunan LAKIP Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun Anggaran 2017 ini digunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. 
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Laporan ini adalah untuk menerapkan prinsip Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Barat dan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Padang Panjang guna melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan  untuk pelaksanaan pemerintah yang akan datang secara berkesinambungan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi dan laporan mengenai kinerja Aparatur Kecamatan Padang Panjang Barat selama Tahun Anggaran 2017 berdasarkan indikator capaian kinerja yang terukur serta akuntabel, disamping itu penyusunan LAKIP Kecamatan Padang Panjang Barat juga diharapkan dapat dijadikan dan sebagai bahan dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Padang Panjang dan Penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Adapun susunan Organisasi Kecamatan menurut Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2010 tentang  Tugas  Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

a. Camat; mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat kecamatan; mempunyai tugas Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. 
c. Sekretariat terdiri dari :

· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

· Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.
d. Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan. 
f. Seksi Sosial

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

B A B  I  - PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang dan dasar penyusunan LAKIP Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017, maksud dan tujuan penyusunan laporan, Tupoksi Kecamatan Padang Panjang Barat serta Sistematika LAKIP Tahun 2017.

B A B  II  - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA, menjelaskan muatan rencana strategis Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 2013 – 2018 antara lain visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan program serta rencana kerja tahunan untuk tahun 2017.
B A B  III  - AKUNTABILITAS KINERJA 2017, menjelaskan tentang Metodologi Pengukuran Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2017 serta analisa atas pencapaian Keuangan Tahun 2016.
B A B  IV  - PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017 dan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan menuju arah yang lebih baik.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Secara umum rencana pembangunan jangka menengah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (out come) yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang antara lain memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program serta akhir capaian dalam pelaksanaannya.
Kecamatan Padang Panjang Barat yang merupakan SKPD yang mempunyai cita-cita untuk terus maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga terciptalah kepuasan masyarakat tersebut, untuk mewujudkan cita-cita diatas tentu perlu dirumuskan dengan berpedoman kepada Rencana Strategi dan melalui rumusan Visi dan Misi yang jelas untuk mencapai cita-cita tersebut.
A. VISI DAN MISI
PERNYATAAN VISI
Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang memantau tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Sesuai dengan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2013 – 2018, Visi Kecamatan Padang Panjang Barat yang ditetapkan adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG SEDERHANA, AKUNTABEL, TRANSPARAN, BERKEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT”

PERNYATAAN MISI
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam bentuk Misi. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabararan Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.
Adapun Misi Kecamatan Padang Panjang Barat adalah :
1. Mewujudkan Sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan jelas;
2. Mewujudkan SDM aparatur pelayanan yang profesional;
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera; dan
4. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif.
5. Mendorong peran aktif masyarakat dalam Budaya Pembangunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan  dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Formulasi tujuan mengharuskan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk mengetahui secara tepat program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Berdasarkan Visi dan Misi diatas telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dengan uraian keterkaitan dengan masing-masing Misi disajikan secara ringkas seperti dibawah ini :

	MISI 
PERTAMA
	MEWUJUDKAN SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN YANG BAIK DAN JELAS
Bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan yang Prima dengan arti melayani masyarakat dengan transparan efektif, efesien dan tidak berbelit-belit.

	MISI 

KEDUA
	MEWUJUDKAN SDM APARATUR PELAYANAN YANG PROFESIONAL
Bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur yang disiplin dan bermoral tinggi dalam melayani masyarakat dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku.


	MISI 

KETIGA
	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan.



	MISI 

KEEMPAT
	MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN YANG REPRESENTATIF

Bertujuan untuk  menyediakan fasilitas pelayanan pada masyarakat.



	MISI 

KELIMA
	MEWUJUDKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Bertujuan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegotong royongan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.



b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program.

Program merupakan kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Untuk setiap program ditetapkan satu atau beberapa indikator hasil program beserta target-targetnya untuk mengukur tingkat keberhasilan.
Misi. I 
Mewujudkan   Sistem dan  Prosedur  Pelayanan Yang Baik dan  Jelas
	SASARAN
	INDIKATOR
	PROGRAM

	Terciptanya prosedur dan terlaksananya pelayanan yang jelas, mudah, transparan, tidak berbelit.

	Tersedianya standar pelayanan minimal yang jelas dan Tercapainya indek kepuasan masyarakat.
	1. Kotak Saran

2. Motto Pelayanan

3. Prosedur Pelayanan

4. Alur Pelayanan

5. Petugas Pelayanan

6. Pernyataan Komitmen




Misi. II Mewujudkan SDM Aparatur Pelayanan Yang Profesional 

	SASARAN
	INDIKATOR
	PROGRAM

	Terciptanya sikap mental aparatur pelayanan yang baik

	Meningkatnya disiplin dan profesionalisme Pegawai Kecamatan Padang Panjang Barat dan meningkatnya kinerja dan etos kerja aparatur.
	1. Pengadaan Pakaian Dinas
2. Pengadaan Buku Perundang undangan
3. Bintek
4. Rapat koordinasi dalam dan luar daerah



Misi. III Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

	SASARAN
	INDIKATOR
	PROGRAM

	· Meningkatnya keberdayaan lembaga masyarakat.
-  Meningkatnya Kesejahteraan   Masyarakat Miskin

	· Meningkatnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
· Meningkatnya persentase jumlah usulan musrenbang Kelurahan yang tertampung dalam musrenbang Kecamatan.

· Meningkatnya persentase jumlah usulan musrenbang yang masuk dalam RKPD dan APBD. 

Tersalurnya bantuan raskin

.
	1. Kegiatan Pra Musrenbang 8 Kelurahan.
2. Kegiatan Musrenbang di Kelurahan.

3. Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan

4. Kegiatan Musrenbang Kecamatan.

.
Penyaluran Raskin



Misi. IV  Mewujudkan   Sarana Dan Prasarana Pelayanan Yang Representatif
	SASARAN
	INDIKATOR
	PROGRAM

	Tersedianya tempat pelayanan yang nyaman


	· Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai untuk pelayanan.
· Adanya papan informasi

	1. Pengadaan kompunter 9 (sembilan) unit, laptop 3 (tiga) unit, Pengadaan Lemari besi 2 (dua) unit, dan pengadaan printer



Misi. V  Mewujudkan peran aktif masyakat dalam pembangunan.
	SASARAN
	INDIKATOR
	PROGRAM

	Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam untuk berperan aktif dalam pembangunan

	· Tercapainya Pembangunan di Kelurahan dengan swadaya masyarakat
	1. Program Percepatan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan


C. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Perencanaan strategi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Barat perlu kiranya diambil beberapa kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil adalah :
Misi I : Mewujutkan sistem dan prosedur pelayanan yang baik dan Jelas.

       Kebijakan meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, meningkatkan SDM aparatur dan        menyediakan prosedur pelayanan yang jelas dengan strategi :

· Mengembangkan sistem penataan pelayanan yang prima untuk mendukung pembangunan daerah.
Misi II : Mewujutkan SDM aparatur pelayanan yang professional.

-   Kebijakan Mengikutsertakan aparatur dalam Diklat dan Peningkatan SDM Aparatur dengan strategi :

· Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dalam pelayanan
Misi III : Mewujutkan Masyarakat yang sejahtera .

-   Kebijakan mengoptimalkan penyaluran bantuan raskin bagi keluarga miskin, mendorong timbulnya kewirausahaan masyarakat dan aparatur dan mendorong timbulnya organisasi masyarakat yang partisipasif dengan strategi : 

· Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Pola Koordinasi.

Misi IV : Mewujutkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif.

-   Kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan dengan strategi : 

· Peningkatan sarana pelayanan yang kondusif.
Misi V : Mewujutkan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan dalam budaya gotong royong.

-   Kebijakan Menempatkan aparatur kelurahan yang menguasai daerah, menguptimalkan usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam APBD dan mendorong Peningkatan swadaya masyarakat dalam BBGRM dengan strategi : 

· Mendorong Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat adalah perwujudan kewajiban SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menggambarkan kinerjanya akan diuraikan lebih lanjut mengenai penetapan indikator kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja tahun 2017, analisis capaian kinerja dan analisis keuangan.
A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam pengukuran capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2017 ditetapkan dengan indikator kerja, yaitu Input (Masukan), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), Benefit (Manfaat) dan Impact (Dampak). Secara teoritis capaian sasaran strategis diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat Outcome dan membandingkan antara kinerja nyata/realita daya kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, baik dalam  tahap perencanaan (On Going) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (Ex Post). Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan untuk indikator outcome, Benefit dan Impact akan diperoleh setelah kegiatan selesai.
B. ANALISA ATAS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%



	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
	- Jumlah peserta musrenbang 
- Meningkatnya prioritas usulan yang tertampung dalam APBD

- Meningkatnya keterwakilan masyarakat hadir dalam musrenbang 

-  Evaluasi kegiatan BBGRM


	700 orang
63,40%

97,61%

8 Kelurahan


	790  org
      99 %
    129%
8 Kelurahan
	113%
156%
132%

100%



	Meningkatnya penanggulangan kerawanan pangan bagi KS I
	-Terlaksananya koordinasi dan penditribusian Raskin


	8 kelurahan (953 RTS,14.295)
	8 kelurahan (953 RTS,14.295)
	100%


	Meningkatnya Ketrampilan dan Rasa Kebangsaan Masyarakat
	-Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Kelurahan/Pedesaan

-Tersosialisasinya perencanaan dan terlaksananya pembangunan di kelurahan dan kecamatan

-Terlaksananya perlombaan tingkat Kecamatan
-Terlaksananya peringatan HUT Kota dan HUT RI
	8 kelurahan

8 kelurahan
     11 kegiatan

11 kegiatan
	 8 kelurahan
8 kelurahan

5 kegiatan
0 kegiatan
	100%

100%

46%

0 %


Meningkatnya realisasi pencapaian kehadiran masyarakat dalam musrenbang dari target sebanyak 790 orang di karenakan :
a. Kegiatan musrenbang kelurahan menghadirkan 95 orang dari tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari aparat kelurahan, LPM, RT, PKK, Fasilitator dan utusan dari SKPD terkait.

b. Kegiatan Musrenbang Kecamatan menghadirkan 180 orang peserta musrenbang yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Lurah, LPM, Anggota DPRD dan Dinas/kantor terkait.

c. Tertampungnya usulan masyarakat dalam Musrenbang  Kota diatas 50 %, dengan rincian 
· Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana 
=  99 usulan
· Kegiatan Sosial Budaya 
=  78 usulan
· Kegiatan Ekonomi
=  78 usulan
C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2017
	Sasaran
	Program/Kegiatan
	Pagu Anggaran setelah perubahan (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	Persentase

	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	Program:
Perencanaan Pembangunan

Kegiatan;

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
	98.650.000
	91.060.700
	92,31%


	
	Program:
Pemberdayaan Fakir Miskin,Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS)

Kegiatan:

Fasilitas penyaluran raskin bagi keluarga miskin
	82.185.000
	43.777.000
	53,27%


	Meningkatnya Keterampilan dan Rasa Kebangsaan Masyarakat
	Program:
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam nilai nilai luhur Budaya Bangsa.


	77.460.000

	40.048.800

	51,70%



BAB IV

P E N U T U P
A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistimatik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi  instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dari pembahasan dan analisa terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2017 merupakan salah satu kewajiban dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan LAKIP ini masih mengacu kepada Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2013 – 2018.

3. Dalam LAKIP Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2017  ini telah dianalisa sebanyak  
20 ( duapuluh )  program dengan 44 ( empat puluh empat) kegiatan. Secara umum capaian kinerja tahun 2017 telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai indikator tingkat capaian kinerja output dan outcome, untuk fisik kegiatan mencapai 100 %, sedangkan realisasi keuangan rata-rata mencapai 67,01 %
B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat pada masa yang akan datang perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini, antara lain :

1. Mengoptimalkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset.
2. Mengoptimalkan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan setiap kegiatan.
3. Penyusunan anggaran agar  mengacu sepenuhnya kepada anggaran kinerja yang berorientasi kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan.
Demikianlah  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2017 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.
Padang Panjang, 17 Januari 2018
CAMAT PADANG PANJANG BARAT
OKSAH KEEBENDRIP, SH
Penata TK I/ NIP. 19661023 199312 1001
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